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GUBERNUR SULAWES| TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWES] TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PEMERINTAH PROVINS] SULAWESI TENGAH
DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

o bahwa untuk mevujudkan masyarakat adil malmur

| 4pORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAT

I

dan  sejahtera  serta mendukung tercapainya

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsl
Kolusi, dan Nepotisme diperiukan Komitmen bag
Penyelenggara Negara untuk melaporkan kekayaannys;

b. bahwa pelaporan dan pengumuman harta kekayaan
dimaksudkan untuk mevwujudkan penyelenggara negara
yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme di

Lingkungan Pemerintah Provinsi guiawesi Tengah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Megara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, setiap penyelenggara Negara berkewajiban
untuk  melaporkan dan mengumumkan kekayaan

sebelum dan setelah menjabat; e

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturanb Gubernur tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan

Pemerintah Provinsi gtawesi Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19864  tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-
Undang Nomdor 7 Tahun 1964 tentang Pembentulkkan
Daerah Tingkat [ Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1
gulawesi Tenggars dengan mengubah Undang-Undang
Nomeor 47 prp Tahun 1060 tentang Pembentukkan
Craerah Tingkat 1 gulawesi Utara-Tengah dan Daerah
Tingkat ! Sulawesi Selatan-Tenggara (Lermbaran Negara
Republik [ndonesia Tphun 1964 Nomar 7} menjadi
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia

.

Tahun 1964 WNomor g4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2687);



enetapkan

SN Y

2. Undang-1
P“n}'ulegng;u_d}aﬂr;i I.‘I;J omor 28 Tahun 1999 tentang
Korupsi, Kalyg; “Bara yang Bersin dan Bebas dari

Republik Iudt:lne:gidan Nepotisme (Lembaran Negara

Lemb 4 Tahun 1999 Nomer 75, Tambahan
8 Unda;“;?]ﬂf Bara Republik Indonesia Nomor 3851);

Bipil Nepa ang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur
Tahun gggfg ILembaran Megara Republik Indonesia
Republi Nomor g Tambahan Lembaran Negara

Publik Indonesia Womgp 54498);

i Nomor 23 Tahun 2014 tentang
IPITE:?;ZFH'PT“ Daerah (Lernbaran Negara Republik
Nepara 1;.3; ahufn 2014 Nomar 244, Tambahan Lembaran
telgh i bPubhk Indonesia Nomor S587) sebagaimana
Tahu 13 ah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Und B 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Tl El.ng Hgnml- g T
Daerah (Lembaran
2'315 Hﬂm;}r EB’ T

Indonesia Nomor 5

ahun 2014 tentang Pemerintahan
Negara Republik Indonesia Tahun

ambahan Lembaran Negara Republik
a79);

MEMUTUSKAN : :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HART.

KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINGI SULAWESI TENGALL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan -
1. Penyelenggara WNegara adalah Pejabat MNegara di
Lingllungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah yang menjalankan fungsi ekselutif, legislatif
atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan
dalam forrmulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi,
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta
henda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta
istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik
berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun
hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang
diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, sclama dan

getelah memanghkul jabatannya. |



4. Komisi Pemhe, -
e a-ni';l:]a v
disingkat Kp n OIUpsi :
mclalcsmmkar}f E::dmah hmhﬂgﬂ NHEE Zﬁam;;ﬂ{i
independen  dqp u%?;} i Wf:waanangnia gbersifat
manapun, a9 dari Fengaruh  kekuasaan
5. Inspektorat

Tengah. Iﬂapckmmt
G. Inspektur adalal

Sulawesi Tengah. Rspektur
Provinsi Sulawesj Tﬂngﬂh&tum B s T
aerah Provinsi Sulawesi Tengah
Gubernur adalah Gubernyr Bulawesi ﬁixgéﬂ;g .
O.Pemerintab  Provinei adalah  Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tengah.

adalah .
Provinai Sulawesi

Inspektorat  Provinsi

g '8 O

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara sehagaimana dimaksud pada

ayat (1} meliputi:

Gubernur,

Wakil Gubernur;

Pejabat Struktural Eselon Il dan Eselon 11§;

Kasubag Keuangan SKPD;

Pejabat Struktural Eselon IV pada:

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Dinas Pendapatan Daerah;,

Dinas Bina Marga Daerah;

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang

Daerah;

. Dinas Sumber Daya Air Daerah,;

. Dinas Kesehatan Dagrah,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah; 4
Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi
Sulawesi Tengah; dan .

9. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen; )

Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan; e

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

a; dan .
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Pasal 3

(1) LHKFN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

aikan kepada KPK melalui Titn Pengelola LHKPN
disamp

(2) Eﬁd&ﬁszﬁﬁlm dimaksud pada ayat 1 dibuat

sebanyal 4 [empat] rangkap.



(3) LHKPN  sebagaim
disampaikan ana - dimak:
a. KPK; kepada ; aksud  pada ayat (2]
b. Inspekiorat s k.
e. Tim LI{KFNEIE:;E;TW Pengelola LHKPN Provinsi;
bersangkutan; dan Penyelenggara Negara y2ns

d. Pe
nyelenggara Negara yang bersangkutarn

Pagal 4

randa terima penyampai
o, asli untuk PﬁnYElE[]:g;:I:ﬂ L;:;;T: disampaikan kcpada -
H

b. foto copy untuk Inspektorat; dan
e. foto copy untuk Pengelola LHKPN masing-masing SKPD.

" Pasal 5
Kewajiban Penyelenggara Ne 5
Ke PN peling lambat 3 (dua) bulan btz i i i
o, menduduki jabatan untuk pertama kﬂlmya
b. mangalami promosi atau mutasi; dan ’
¢. pensiun. :

Pasal 6
(1) Penyelenggara Megara sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 huruf a melaporkan harta kelkayaan yarg
dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalarn
pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang
dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-
B apabila :
a., selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang

sama; _
b. mengalami promosi atail mutasi; dan

c. pensiun.
(1) Pan}relenggarﬂ

rerima penyampaian L
lelang jabateT pengusuian
L{ﬂnﬂjka-n gajl berkalﬁd tuan Hgbagaiamﬂn duna_‘lcsud

(2) Peng,ﬂbaianm o
ada ayat gkl .
Fnemenuhi gyarat administrast

pasal B KPN dibentuk
clola ﬂng'kmrd e L
o g TR



2) Tim Pengelola Lgpy Biengiic e : : sud
| pada ayat (1) terdiri atgq, o SCbagaimana dimalks
. Penanggung jawy),

Ketua/ Koordingg, or LUKpPN  Bekretaris Daerah;
Sekretaris

- lnﬂ[}::ktur; .
: i ktorat;
Anggota ; Sekretaris Inspekto
1. Asigstep Pomer ’

2. Asisten
3. Kepala Badg
4. Sekretaris De
5. Kepala Birg Huloy
e. Administrator Aplika : Inspektorat; dan
{.  User Aplikasi LHKpy : Inspektorat.
(3) Tim Pengelola LHKpy Provinsj seb&gaimalna dimaksud
pada ayat (1) mem '

Sempunyal tugas sebagai berikut | [
a. mengkoordinir dan mengelola LUKPN bagi
Penyelenpgara Negara

i di Lingkungan Pemerintah
Provinsi;

=

po T

b.

3 KPN bagi Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemer

€rintah Provinsi kepada KPK; dan
¢. melaporkan hasi] pelaksanaan pengelolaan LHKPN

kepada Gubernuyr melalui Sekretaris Daerah,
(4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
i1} dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat.

(5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} d

an ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur,

Pasal 9
(1) Setiap SKPD dibentuk Tim Pengelola LHKPN,
{2) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengumpulkan dan  mengkoordinir LHKPN di
masing-masing SKPD/Unit Kerja; dan
b. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim
Pengelola LHKPN Provinsi.
(3) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimena
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala SKPD, :

BAB IV
SANKSL -
| d
Pasal 10 5
Setiap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam,
Pasal 2 ayat (2) tidak menyampaikan LAKPN sebagaimang
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan hukuman
disiplin berat sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangar. -.



vy

Pagal 11

(1) 3?&‘3&{“;3 dné‘:i'i&‘-'-‘skm; hukuman disiplin schagaimans
1 m Pagzal 9t ) it
sebagai berikut : erlebih dahulu melalui pros
a. ﬁﬁ;’“g‘zn peringatan sccara tertulis sebanyak 3 (L€2)
, dengan masing-masing ten waktu surat
selama 1 {satu) bulan; i
b. jika sampai peringatan ketiga belum menyarnpaika?
LHKPN maka kepada Penyclenggara Negara YAN®
bf:rsemglcutan dikenakan sanksi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 9.

(2) penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud;
dalam Pasal 9 dan proses sebagaimana dimaksud pada
myat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh
Inspektorat sesual ketentuan peraturan Pﬂﬂlﬂdﬂﬂg'

undangan,
BAE V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap OTANg mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Gubernur  ini dengan
periempataniya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesl

Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal A2 Mei 208

GUBERN SULAWESI TENGAH,

LONGKI PJANGGOLA



